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24.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
Pejabat Eselon | adalah sekretaris jenderal, inspektur
jenderal, direktur jenderal dan kepala badan di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker adalah
unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang
melaksanakan kegiatan Kementerian Perhubungan dan
memiliki kewenangan serta tanggung jawab penggunaan
anggaran.

Satker Sementara adalah Satker yang dibentuk untuk
mempercepat suatu pekerjaan yang mempunyai DIPA
dan dipimpin oleh seorang KPA tetapi bukan pejabat
definitif.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi
induknya.

Kepala Satker adalah pimpinan UPT dan pimpinan eselon
Il di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
Pimpinan UPT adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pejabat Eselon Il di Lingkungan Kantor Pusat adalah
Kepala Biro Umum, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat
Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris
Badan, Sekretaris KNKT, dan Ketua Mahkamah
Pelayaran.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perhubungan.
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KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif atas hasil pekerjaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administratif
yang memuat paling sedikit kelengkapan data dukung
pengadaan.

PjPHP/PPHP melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada KPA untuk dicatat ke
dalam daftar inventaris barang oleh Pejabat Pengelola
BMN.

Bagian Kedua

Serah Terima Sementara

Pasal 6
Serah Terima Sementara dilaksanakan setelah proses
pencatatan BMN ke dalam daftar inventaris barang
selesai dilakukan.
Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam keadaan mendesak.
Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. keadaan bencana alam maupun non alam;
b. hari besar keagamaan; dan/atau
C. penugasan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melakukan Serah Terima Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, KPA/KPB mengajukan
permohonan persetujuan kepada Pimpinan eselon 1
Dalam hal BMN merupakan sarana dan/atau prasarana
di bidang transportasi, Pimpinan eselon 1 meminta
kepada direktorat teknis di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berwenang untuk melakukan
pemeriksaan atas kelaikan teknis atas BMN.
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Berita Acara Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun sebagai dasar pencatatan akuntansi
barang dan dasar pengajuan biaya operasional serta

pemeliharaan atas hasil pekerjaan.

Pasal 19

Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima kepada

UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, UPT yang

menerima BMN tersebut mencatat ke dalam daftar

inventaris barang.

Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima ke

Pemerintah Daerah atau pihak lainnya, UPT mencatat ke

dalam Daftar Inventaris Barang hingga terbitnya Berita

Acara Serah Terima Aset.

Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima

Operasional ke BUMN yang akan ditindaklanjuti dengan

penyertaan modal pemerintah pusat maka:

a. pelaksanaan pencatatan aset dilakukan oleh BUMN
yang menerima hasil pekerjaan tersebut;

b. Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan mencatat ke
dalam Daftar Inventaris Barang pada Aplikasi SIMAK
BMN akun Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditetapkan Statusnya; dan

Cc.  Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan

mengungkapkan ke dalam catatan atas laporan BMN.

Pasal 20

Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima
Operasional ke BUMN vyang tanpa tindak lanjut
penyertaan modal pemerintah pusat, Sekretariat
Direktorat Jenderal/Badan mencatat ke dalam Daftar
Inventaris Barang dan mengungkapkan ke dalam catatan
atas laporan BMN.

Serah terima operasional kepada BUMN tanpa tindak
lanjut penyertaan modal pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan
Kementerian Perhubungan kepada BUMN terkait.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan
penandatanganan Berita Acara Serah Terima BMN yang telah
dilakukan berdasarkan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional
Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917)
masih tetap berlaku dan untuk pelaksanaan tahapan
selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil
Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Pada hari ini.......... Tanggal.............. Bulan............. Tahun............. kami yang
bertandatangan dibawah ini:

!Il
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : ...
Tahun........ tanggal.....ccccccoeenee. , selanjutnya disebut sebagai

1. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) berdasarkan .............. ,
selanjutnya disebut sebagai

Yang selanjutnya disebut....................... PARA PIHAK
#$ %
menyerahkan kepada Barang Milik Negara
tahun anggaran................ sesuai dengan daftar terlampir.
#$ &

menerima hasil pekerjaan tersebut selanjutnya berkewajiban menyediakan
biaya pengelolaan yang meliputi biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan.

#$'
mencatat Barang Milik Negara tersebut ke dalam daftar inventarisasi
barang miliknya dan mengungkapkan Barang Milik Negara tersebut kedalam Catatan atas
Barang Milik Negara serta melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, selanjutnya mengusulkan Berita Acara Serah
Terima Operasional paling lama 6 (enam) bulan.

#3(
Lampiran Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan ini.

Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara ini akan ditinjau kembali apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

NIP NIP



No.

Kegiatan

Sebelah  Pekerjaan  selesai
ICC®" Penyedia Ea?ar.g/Jasa
mengajukan pemintaan
tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan

PPK  memeriksa  hasil
pekerjaan  dan  membuat
Berita Acara Pemeriksaan

PPK  menyusun dan
menandatangani Berita Acara
Seralt Terima Hast! Pekerjaan
dengar: Penyedia
Ear.-nsTasa

PPK  memerahkan hasil
pekerjaart kepada KPA/KPB

disertai dengan kelengkapan
dokumen

KPA meminta 2 PPHP imtuk
melakukan pemeriksaart
Administrasi  atas  hasil
pekerjaan yang dituangkan
dalam Berita Acara
Pemriksaart Administrasi

Fj;FFHP  melaporkan liasil

pemeriksaan kepada
KPA/KPB

KPA/KPE ~ memerintahkan
Pgjabat Pengelolaan Barang
Milik Negara imtuk
melakukan  Penatausahaan
BMN/Pencatatan SIMAK

BMN sesuai dengan aturan
per.selclaan EMH

33

(0 ) *# )
Unit Kerja
pejabat U8R poiabat/Pafiitia
: Pengguna : ]
Penyedia Pembuat Pemeriksa Hasil
: Anggaran/ :
Barang/Jasa  Komitmen Pekerjaan
Barang .
KPA/KPB

Pejabat
Pengelola
BMN
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PD0## 1x P+ I#9 s - 1/#*- 08,11 2%,

2%l - -1 * 2 *$*_*
Pejabat

@aﬂ’l Kuasa Pengguna
Pembuat

. Anggaran/Barang
Komitmen

(KPA/XPB)
PPK

F?K menyerahkan hasil
pekerjaan kesada
KPA/KF'B disertai

dengan kelengkapan

dckumer.
Dalam rangka Serah
Terima untuk

dioperasionalkan pihak

lain. K? KPE
mengajukan usular.
serah terima
operational kepada

pimpinan unit Kkera

Eselon 1terkait

Unit Kerja Eselon 1
membentuk tint
internal untuk
melakukan
ir.rer.taris.ati
alminis.trasi dan fitik

Berdasarkan Berita
Atara Inventarisasi
Fisik dan Administrasi
tim internal
melaporkan kepada
Pimpinan Uni: Kera
Eselon | dar. membuat
Berita Acara Serah
Terima Operasional
untuk ditandatangani

Penandatanganan
Eer.ta .Acara Serah
Terima Operasional
BASTC

Urut Kor-a

Unit
Kerja

areal .
1seion 1

Pihak yang altar,

mer.gcperasionaik.au
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C. Format Eerlta Acara Serab Terima Aset (BAST)
&4 ) ) "

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET .......
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(Format EAST Aiet kepada Pemerintah Daeraki

KOP
KEMENTERIAV PERHUBUNGAN PEMDA
D A\
PEMERINTAH (PEMDA)
BERITA ACAR.A SERAK TERIALABARANG-
............................ NJjeiris bataugi D l.....ccoveeeennnns
KEP.ADA PEMERINTAH .............. iPEMDA)
Nomor © . e
Nomor : ..
Pada Hari ini Tanggal ...coviiiii e ‘certamyat di Jakarta, kami yang
bertandatangan dr bav.ah ini:
1. Nama NIP ;namsa Sekretaris ‘bnder.aLXegaJa BiroLPPBMt'IDarien Kabadan; NIP.
Jabatan L e
Alamat L e e
Selanjutnya diseburt FIHAK PERTAMA;
2. KamaNIP juama bupati walikota kepala Pemeriutshau Baerall;
Jabatan
2 £ -

Selanjutnya d-iseb-l.Jt PIHAK KEDUA:

dengan mi menyatakan sebagai berikut:

1

PIHAK PERTAMA menyerahkan. kepada FIHAK KEDUA Earaug Milik Negara berupa
...................................... di  ..cceieiiiiiiiieieeeee... sebagaimana. tertancum dalam lampiran

Berita Acara ini.

Penyerahan ini dilakukan dalam rangka Hibah dan Kementerian Perhubungan Pl kepada
Pemerintah .............. (Pemda.) berdasarkan Perataran Pemerintah Nomor 2~ Takun 2014
tantang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, Perataran Menteri Keuangan Nomor
111 PMK.Ofi HIb tentang Tata Cara Pelaksanaan. Psmindahtanganan Barang I.Llik Negara
dan Peraturan Menteri Kenangan Nomor £1 PM.EK.Cd 2016 tentang Tata Cara PelLakssuaan
Pemusnahan -dan Penghapusan Barai;g Milik Negara serta Persetujuan Menteri Keuangan
melalui Sura:........... An. Menteri Keuangan Nomor ............ ‘Wuiggf?............ perihal Hibah
Barang Milik Negara (BMN) Berupa.............. ;jarsis BM N) pada Kamenterian Perhubungan
(terlampir) dan Naskah Perjanjian Hibah Kemer.terian Perhubungan Pl dengan Pemerintah
—  Motr.tro.............. Tanggal......cc......... tentang Hibah Earang Milik Negara (BEDi) Berupa
............... di.ceenrenn..... (terlampir).

Jenis. Jumlah dan Nila; Perolehan Barang Mhlik Negara yang akan diserahterimakan
sebagaimana dimaksud rada butir 1 sebesar ?r ..o e (. rupiah).
sebagaimana terlampir.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruar; dalam Eerita A tara Serah Terima int.
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

D emikian Berita .Acara im dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestnyu.

PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA,

Salinan Berita .Acara ini disampaikan kepada:

1

Menteri Keuangan R1 di Jakarta

2. M euteii Perhubungan RI di Jakarta;
3.
4

Sekretaris Jenderal Kementeriuu Perhubungan Pl di Jakarta;
Direktur lenderal Kerala 3adau. Kementerian Perhubungan PJ di Jakarta.






34 3

B >k k% x> (20 (1'*3) (%> &*=& &*>0"

T (%

(% 2% "/ Q' 'x o
F&F) (%)
2 )0'&%*; [* (' #%1
4 e R % %! 0( | 22222222
7 4% = 1 L(+( S1
2 V& *%%! )/ 22

&&/2



